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LAMPIRAN
Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. INDONESIA POWER PLTU
BARRU OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES UNIT

A. ldentitas Responden

1.

No. Responden

Umur

2
3. Jenis Kelamin
4,
5

Pendidikan Terakhir

Masa Kerja

B. Petunjuk Pengisian Kuisioner

1.

Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda Checklist () pada salah
satu jawaban yang paling sesuai menurut Anda.

Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.

Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya.

Setelah melakukan pengisian, mohon saudara(i) mengembalikan

kuisioner kepada yang memberikan kuisioner ini.

C. Daftar Pertanyaan

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).



No

Daftar Pertanyaan

Pilihan Jawaban

Ya | Tidak

A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3

1. | Apakah terdapat kebijakan K3 secara tertulis di perusahaan?

2. | Apakah kebijakan K3 dibuat berdasarkan hasil keputusan bersama
yaitu antara pucuk pimpinan dan wakil pekerja dengan
mempertimbangkan hasil penilaian risiko lingkungan kerja?

3. | Apakah kebijakan K3 di informasikan kepada seluruh pekerja atau
buruh, tamu dan orang lain yang berada di lokasi perusahaan?

4. | Apakah perusahaan memiliki organisasi P2K3?

5. | Apakah organisasi P2K3 perusahaan memiliki posisi yang dapat
menentukan keputusan perusahaan?

6. | Apakah organisasi P2K3 perusahaan terdiri dari pucuk pimpinan
serta wakil pekerja atau buruh di setiap bagian ataupun unit di
perusahaan?

7. | Apakah organisasi P2K3 perusahaan selalu melakukan
pertemuan/rapat untuk membahas terkait pengendalian risiko K3?

8. | Apakah sekertaris dari organisasi P2K3 perusahaan adalah seorang
Ahli K3 Umum?

9. | Apakah organisasi P2K3 perusahaan selalu memberikan saran dan
pertimbangan baik diminta ataupun tidak kepada perusahaan terkait
K3?

10. | Apakah anggaran dana, tenaga kerja yang berkualitas serta sarana

dan prasarana di bidang K3 tersedia di perusahaan?

B. PERENCANAAN K3

11.

Apakah program K3 dibuat berdasarkan hasil identifikasi potensi
bahaya di perusahaan?

12.

Apakah program K3 dibuat berdasarkan tersedianya sumber daya
manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang
cukup memadai?

13.

Apakah dalam menentukan dan menetapkan sasaran serta tujuan
terkait program K3 melibatkan pucuk pimpinan, wakil pekerja, ahli
K3, P2K3 dan pihak terkait lainnya?

14.

Apakah  dalam  membuat program K3  perusahaan
mempertimbangkan tingkat risiko K3 dari yang tertinggi ke
terendah?

15.

Apakah dalam membuat program K3 perusahaan lebih
mengutamakan upaya pengendalian bahaya di perusahaan?

16.

Apakah  dalam  membuat  program K3  perusahaan
mempertimbangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
serta anggaran dana?

17.

Apakah dalam program K3 perusahaan terdapat indikator
pencapaian yang dapat diukur serta jangka pelaksanaan yang jelas?




18.

Apakah dalam tanggung jawab program K3 diberikan kewajiban
kepada setiap pihak yang ada dalam perusahaan ?

19. | Apakah perusahaan mempunyai prosedur dalam memantau dan
mengkomunikasikan setiap perubahan program K3 perusahaan?
20. | Apakah program K3 didokumentasi dan dikomunikasikan secara

jelas di perusahaan?

C. PELAKSANAAN RENCANA K3

21. | Apakah setiap pihak dalam perusahaan dilibatkan dalam
pelaksanaan program K3?

22. | Apakah sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana telah
tersedia dalam melaksanakan program K3?

23. | Apakah seluruh pekerja, tamu dan pihak lain yang berada di
perusahaan selalu dilibatkan dalam program K3?

24. | Apakah pendokumentasian dan pelaporan terkait K3 perusahaan
telah tersistematis?

25. | Apakah pendokumentasian dan pelaporan program K3
dikomunikasikan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja,
tamu serta pihak lain yang berada di perusahaan?

26. | Apakah pekerja selalu dipantau dan diajak berkomunikasi terkait K3
saat melakukan pekerjaan?

27. | Apakah pekerja memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap

kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya?

28.

Apakah unit khusus K3 di perusahaan telah bertanggung jawab
dalam K3 perusahaan?

29.

Apakah perusahaan memberikan pelatihan terkait pengembangan
kerja kepada pekerja?

30.

Apakah tersedia alokasi anggaran untuk pelaksanaan K3 secara
menyuluruh untuk organisasi K3, Pelatihan SDM (Pekerja) serta
pengadaan sarana prasarana K3 termasuk alat evakuasi dan
pengendalian serta APD?

31.

Apakah setiap pekerjaan di perusahaan memiliki SOP sesuai dengan
persyaratan K3?

32.

Apakah anda pernah mengikuti pelatihan terkait K3?

33.

Apakah perusahaan pernah memodifikasi atau merancang alat kerja
atau area kerja sesuai persyaratan K3?

34.

Apakah perusahaan memberikan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lain?

35.

Apakah perusahaan lain yang diberikan sebagian pelaksanaan
perusahaan memenuhi persyaratan K3?

36.

Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan selalu
mempertimbangkan persyaratan K3?

37.

Apakah terdapat tim khusus dalam menghadapi keadaan darurat di
perusahaan?

38.

Apakah tim khusus dalam menghadapi keadaan darurat di
perusahaan telah memenuhi persyaratan K3?




39.

Apakah tim khusus menghadapi keadaan darurat di perusahaan
memiliki prosedur dan sarana-prasarana yang lengkap dalam
menghadapi keadaan darurat?

40.

Apakah perusahaan memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan
darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi normal
termasuk pemulihan pekerja yang mengalami trauma?

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3

41.

Apakah terdapat jadwal khusus dalam melakukan audit internal
dalam evaluasi kinerja K3 perusahaan?

42.

Apakah dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran
di perusahaan telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang sesuai dengan peraturan perundangan?

43.

Apakah pekerja yang melakukan pemeriksaan, pengujian dan
pengukuran di perusahaan telah memiliki Surat Izin Operasional
(S10)?

44,

Apakah tersedianya anggaran dana, sarana dan prasarana yang
sesuai dan memenuhi standar dalam melakukan pemeriksaan,
pengujian dan pengukuran di perusahaan?

45.

Apakah hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran di perusahaan
ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 segera
dilakukan tindakan perbaikan?

E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3

46.

Apakah pernah dilakukan peninjauan ulang terkait penerapan SMK3
di perusahaan?

47.

Apakah tinjauan ulang terkait penerapan SMK3 perusahaan
dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku?

48.

Apakah terdapat jadwal khusus dalam pelaksanaan peninjauan ulang
SMK3 di perusahaan?

49,

Apakah tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 dilakukan untuk
mengatasi masalah K3 di setiap bagian diperusahaan?

50.

Apakah kebijakan K3, Tujuan, Sasaran dan Kinerja K3, Hasil-hasil
temuan Audit serta evaluasi efektifitas penerapan SMK3 telah
dilakukan peninjauan ulang?




LEMBAR CHECK LIST OBSERVASI PENERAPAN SMK3

Lampiran 2

PENILAIAN
NO| NO KRITERIA PENILAIAN SMK3 -
Ya | Tidak
1)1 Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
11 Kebijakan K3
Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal,
111 ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas
- menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap
peningkatan K3
Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah
2 | 112 ) . . .
melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja
Perusahaan mengkomunikasikan, kebijakan, K3 kepada
3 | 1.1.3 | seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan
pemasok dengan tata cara yang tepat
Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat
4 1114
khusus
Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang
secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut
5 1115 - .
sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan
dalam peraturan perundang-perundangan
6 |12 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan
1.2.1 | dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam
perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan.
7 122 Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan
- perundang-undangan
8 123 Pimpinan unit kerja dala suatu perusahaan bertanggung jawab

atas kinerja K3 pada unit kerjanya




Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh

9| 124 untuk menjamin pelaksanaan SKMK3
10 | 125 Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan
- darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan
11 1126 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang
- K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan
Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau
12 | 1.2.7 : .
laporan lain yang setingkat
13 | 1.3 Tinjauan dan Evaluasi
Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan,
1.3.1 | perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah
dilakukan, dicatat dan didokumentasikan
14 | 132 Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan
e manajemen
15 | 133 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMKS3 secara
o berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3
16 | 14 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan
1.4.1 | wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke
seluruh tenaga kerja.
Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai
17 | 142 A
perubahan-perubahan yang mempunyai imlikasi terhadap K3
Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan
18 | 1.4.3
perundang-undangan
19 | 1.4.4 | Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus
20 | 145 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan

perundang-undangan




P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan

211146 kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko
Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan
22 | 1.47 " . )
diinformasikan kepada tenaga kerja
P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya
23 | 1.4.8 ; : X
disebarluaskan di tempat kerja
P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan
24 [ 1.49
peraturan perundang-undangan
Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-
25 | 1410 wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab
o K3 ditempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
26 | 1411 Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk
o didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja
27 | 2 Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
2.1 Rencana strategi K3
211 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi
- bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian
28 | 2.1.2 | risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas
yang berkompeten
Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan
29 | 213 tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian,

pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta
informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan




30

2.14

Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk
mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan
sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta
menyediakan sumber daya

31

2.1.5

Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan
produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat
dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur,
menetapkam waktu pencapaian dan menyediakan sumber
daya

2.16

Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen
perusahaan

32

2.2

Manual SMK3

221

Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur
SMKS, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab
serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan
dalam perusahaan

33

2.2.2

Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk,
proses, atau tempat kerja tertentu

34

2.2.3

Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam
perusahaan sesuai kebutuhan

35

2.3

Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3

2.3.1

Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk
mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami
peraturan perundangan-undangan, standar, pedoman teknis,
dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh
tenaga kerja di perusahaan

36

2.3.2

Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan
informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan,
standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan




37

2.3.3

Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang
K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-
petunjuk kerja

38

2.34

Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang
K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan
petunjuk-petunjuk kerja

39

2.4

Informasi K3

241

informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3
disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja,
tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok

40

Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak

3.1

Pengendalian Perancangan

3.11

Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian
risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi

41

3.1.2

Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk,
pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau
proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3
telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi

42

3.13

Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa
perancangan dan/atau modofikasi memenuhi persyaratan K3
yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan




Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang
mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasikan,

43 1314 didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas
yang berwenang sebelum pelaksanaan
44 | 3.2 Peninjauan kontrak
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi
3921 bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan
- dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada
saat memasok barang dan jas dalam suatu kontrak
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada
45 | 3.22 | ...
tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten
kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat
46 | 3.2.3 . .
memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan
47 | 3.2.4 | Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan
48 | 4 Pengendalian dokumen
4.1 Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen
Dokumen K3 Mempunyai identifikasi status, wewenang,
411 o
tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi
Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen
49 |1 4.1.2
tersebut
Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada
50 | 4.1.3 )
tempat yang ditentukan
Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya
51 | 4.1.4 | sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan

tertentu diberi tanda khusus

52

4.2

Perubahan dan Modifikasi Dokumen




421

Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan
terhadap dokumen K3

53

4.2.2

Dalam hal ini terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya
perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak terkait

54

423

Terdapat prosedur pengendalian dokumen taua daftar seluruh
dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen
tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang
using

55

Penilaian dan Pengendalian Produk

Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa

5.11

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin
bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan
dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk
membeli.

56

5.1.2

Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia
atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.

57

5.1.3

Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat
keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan
persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi
pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang
menggunakannya.

58

5.14

Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan
perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan
sebelum pembelian dan penggunaannya.

59

5.15

Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam
seleksi pembelian.

60

5.2

Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli

521

Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan
spesifikasi pembelian.




61

5.3

Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan

62

531

Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan
terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai
risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa
prosedur.

63

5.4

Kemampuan Telusur Produk

541

Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat
diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika
terdapat potensi masalah K3.

64

54.2

Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran
produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di
dalam penggunaannya.

65

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

Sistem Kerja

6.1.1

Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya,
menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu
proses kerja.

66

6.1.2

Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya
tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.

67

6.1.3

Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi
untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat
atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga
kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di
perusahaan.

68

6.14

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar
serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat
mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk
kerja.

69

6.1.5

Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.




Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan

70 | 6.1.6 [ digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi
layak pakai.
Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah

71 | 6.1.7 | dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

72 | 6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila

- terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.

73 16.2 Pengawasan

Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap
6.2.1 | pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur

dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan

74 [6.22 | .
tingkat risiko tugas.
Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan

75 | 6.2.3 .
membuat upaya pengendalian..
Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan
penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya

76 | 6.2.4 | kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib
menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau
pengurus.

77 | 6.25 | Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi

78 | 6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan

6.3.1 | diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan

menempatkan tenaga kerja.

79 | 632 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan

keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.

80

6.4

Area Terbatas




6.4.1

Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko
lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang
memerlukan pembatasan izin masuk.

81

6.4.2

Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan
pembatasan izin masuk.

82

6.4.3

Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai
dengan standar dan pedoman teknis.

83

6.4.4

Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan
pedoman teknis.

84

6.5

Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi

6.5.1

Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi
serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

85

6.5.2

Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan
pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang
dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan
dan dipelihara.

86

6.5.3

Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih
berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-
undangan dan standar.

87

6.5.4

Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap
perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan
berwenang.

88

6.5.5

Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi
perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan
tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang
relevan.




89

6.5.6

Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan
peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi
persyaratan dan perlu segera diperbaiki.

90

6.5.7

Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah
tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.

91

6.5.8

Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian
pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana
produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.

92

6.5.9

Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat
sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.

93

6.5.10

Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana
dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses
pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.

94

6.6

Pelayanan

6.6.1

Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan
yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan
mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin
bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

95

6.6.2

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan
pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-
undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin
bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.

96

6.7

Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat




6.7.1

Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar
tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat
telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui
oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.

97

6.7.2

Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat
berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara
rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

98

6.7.3

Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai
prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.

99

6.7.4

Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan
diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada
seluruh orang yang ada di tempat kerja.

100

6.7.5

Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan
darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta
diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.

101

6.7.6

Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat
disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis yang relevan.

102

6.7.7

Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk
mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh
petugas yang berkompeten dan berwenang.

103

6.8

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

6.8.1

Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin
bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis.

104

6.8.2

Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan.




1051 6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun
691 |Sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan
e telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin
setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
106 | 7 Standar Pemantauan
7.1 Pemeriksaan Bahaya
Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja
7.1.1 .
dilaksanakan secara teratur.
Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang
107 | 7.1.2 | berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh
pelatihan mengenai identifikasi bahaya.
108 713 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja
- yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.
Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk
109 7.14 - . . .
digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.
Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk
110 [ 7.1.5 | tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3
sesuai dengan kebutuhan.
Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung
111 ] 7.1.6 | jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil
laporan pemeriksaan/inspeksi.
Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi
112 | 7.1.7 . e
dipantau untuk menentukan efektifitasnya.
1131 7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan
7.2.1 | secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan

digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.




114

7.2.2

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor
fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.

115

7.2.3

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh
petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari
dalam dan/atau luar perusahaan.

116

7.3

Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian

7.3.1

Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk
alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.

117

7.3.2

Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang
berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar
perusahaan.

118

7.4

Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

741

Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja
pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

119

7.4.2

Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi
keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu
dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu
pemeriksaan ini.

120

7.4.3

Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter
pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-
undangan.

121

744

Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai
peraturan perundang-undangan.

122

745

Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

123

Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan

Pelaporan Bahaya




Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan

811 dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.
124 ( 8.2 Pelaporan Kecelakaan
Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa
semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran
125 | 8.2.1 | atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat
kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
126 | 8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
831 Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan
e dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh
petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan
1271 8.3.2 . .
perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan
berwenang.
Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan
128 | 8.3.3 | akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan
usaha perbaikan.
Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan
1291 8.34 . . .
atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.
130 | 8.35 Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang
e bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.
131 ] 836 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan
e dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.
132 | 8.4 Penanganan Masalah
Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan
8.4.1 | dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
133 (9 Pengelolaan Material dan Perpindahannya




9.1

Penanganan Secara Manual dan Mekanis

9.11

Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan
menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara
manual dan mekanis.

134

9.1.2

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh
petugas yang berkompeten dan berwenang.

135

9.13

Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara
pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan
secara manual atau mekanis.

136

9.14

Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode
pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau
kebocoran.

137

9.2

Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan

9.21

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan
dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

138

9.2.2

Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan
pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.

139

9.23

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang
dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

140

9.3

Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

9.3.1

Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan
prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan
pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang
relevan.




Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety
Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan

1411932 bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-
undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.
Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label
1421 9.3.3 ) -
secara jelas pada bahan kimia berbahaya.
Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan
143 ] 9.3.4 | persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar
yang relevan.
Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten
1441 9.35
dan berwenang.
145 | 10 Pengumpulan Dan Penggunaan Data
10.1 | Catatan K3
Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan
1011 menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan,
7 | pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian
catatan KS.
146 | 1012 Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis
7| K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.
Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk
1471 10.1.3 . .
menjaga kerahasiaan catatan.
Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan
148 | 10.1.4 Lo
tenaga kerja dipelihara.
149 ( 10.2 | Data dan Laporan K3
10.2.1 | Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.
150 | 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam
tempat kerja.
151 | 11 Pemeriksaan SMK3
11.1 | Audit Internal SMK3




1111

Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk
memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk
menentukan efektifitas kegiatan tersebut.

152

11.1.2

Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang
independen, berkompeten dan berwenang.

153

11.1.3

Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau
pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau
untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.

154

12

Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

121

Strategi Pelatihan

1211

Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan
perundang-undangan telah dilakukan.

155

12.1.2

Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.

156

12.1.3

Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan
kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.

157

12.1.4

Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten
dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

158

12.1.5

Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk
pelaksanaan pelatihan yang efektif.

159

12.1.6

Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan
menyimpan catatan seluruh pelatihan.

160

12.1.7

Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin
agar tetap relevan dan efektif.

161

12.2

Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia




Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta
12.2.1 | dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang
kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.

Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang

162 | 12.2.2 : ;
sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.

163 [ 12.3 | Pelatihan Bagi Tenaga Kerja

Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk
12.3.1 | tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat
melaksanakan tugasnya secara aman.

Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat

1641 12.3.2 kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.

Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran

165 1233 kepada semua tenaga kerja.

Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan

166 12.4 Kontraktor

Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk
12.4.1 | memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra
kerja guna menjamin Ka3.

167 | 12.5 Pelatihan Keahlian Khusus

Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan
terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan
peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus,
melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.

1251
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OUTPUT HASIL ANALISIS SPSS

Identitas Responden

Lampiran 3

Umur
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 21 2 2,7 2,7 2,7
22 1 1.3 1.3 4,0
23 1 1.3 1,3 5,3
24 5 6,7 6,7 12,0
25 5 6,7 6,7 18,7
26 7 9,3 9,3 28,0
27 11 14,7 14,7 42,7
28 6 8,0 8,0 50,7
29 4 5,3 5,3 56,0
30 5 6,7 6,7 62,7
31 1 1.3 1,3 64,0
32 2 2,7 2,7 66,7
88 3 4,0 4,0 70,7
34 2 2,7 2,7 73,3
35 2 2,7 2,7 76,0
36 4 5,3 5,3 81,3
37 1 1.3 1.3 82,7
38 1 1,3 1,3 84,0
39 1 1.3 1,3 85,3
40 4 5,3 5,3 90,7
42 1 1.3 1.3 92,0
43 1 1,3 1,3 93,3
44 1 1,3 1,3 94,7
45 1 1,3 1,3 96,0
48 1 1.3 1.3 97,3
58 1 1.3 1,3 98,7
57 1 1,3 1,3 100,0
Total 75 100,0 100,0
Jenis Kelamin
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Laki-laki 66 88,0 88,0 88,0
Perempuan 9 12,0 12,0 100,0
Total 75 100,0 100,0




Unit Kerja

Cumulative
Frequency Percent  Valid Percent Percent
Valid  Administrasi 3 4,0 4,0 4,0
CHCR Unit 22 29,3 29,3 33,3
Cleaning Service 5 6,7 6,7 40,0
CR Unit 19 25,3 25,3 65,3
K3L 8 10,7 10,7 76,0
Pemeliharaan 6 8,0 8,0 84,0
Realibility System Owner 4 5.3 5,3 89,3
Security 8 10,7 10,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
Pendidikan Terakhir
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid D3 12 16,0 16,0 16,0
D4 4 53 53 21,3
S1 13 17,3 17,3 38,7
SD 1 1,3 1,3 40,0
SMA 29 38,7 38,7 78,7
SMK 12 16,0 16,0 94,7
SMP 4 5,3 53 100,0
Total 75 100,0 100,0
Masa Kerja
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 5 6,7 6,7 6,7
2 3 4,0 4,0 10,7
3 15 20,0 20,0 30,7
4 7 9,3 9,3 40,0
5 12 16,0 16,0 56,0
6 9 12,0 12,0 68,0
7 7 9,3 9,3 77,3
8 5 6,7 6,7 84,0
9 5 6,7 6,7 90,7
10 6 8,0 8,0 98,7
11 1 1,3 1,3 100,0
Total 75 100,0 100,0




2. Analisis Univariat

Skor kebijakan

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid buruk 5 6,7 6,7 6,7
baik 70 93,3 93,3 100,0
Total 75 100,0 100,0
Skor perencanaan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid buruk 4 53 53 53
baik 71 94,7 94,7 100,0
Total 75 100,0 100,0
Skor pelaksanaan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid buruk 6 8,0 8,0 8,0
baik 69 92,0 92,0 100,0
Total 75 100,0 100,0
Skor evaluasi
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid buruk 12 16,0 16,0 16,0
baik 63 84,0 84,0 100,0
Total 75 100,0 100,0
Skor peninjauan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid buruk 18 24,0 24,0 24,0
baik 57 76,0 76,0 100,0
Total 75 100,0 100,0
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SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
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12021193001779

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor  : 11461/S.01/PTSP/2021 KepadaYth.
Lampiran : Pimpinan PT. Indonesia Power PLTU Barru
Perihal  : Izin Penelitian
di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar Nomor : 1368/UN4.14.8/PT.01.04/2021
tanggal 24 Februari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NANDA WAHDANIA

Nomor Pokok : K011171056

Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)

Alamat . JI. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan
judul :
" PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDONESIA
POWER PLTU BARRU (BRU OMU) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 07 Maret s/d 01 April 2021

, | - :
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnyar kami~ menyetujui kegjatan dimaksud dengan

ketentuan yang tertera di bel,a]gang/ surat izin penelitian. —
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dil/mktikan keasliannya dengan menggunakan
barcode, el

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 25 Februari 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

e T
Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.|
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kesehatan M: kat UNHAS N\ di N
2. Pertinggal.

SIMAP PTSP 25-02-2021

Ji.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936

Website : http://simap.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231
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DOKUMENTASI PENELITIAN

PLTU Barru Sebelum Memasuki Area Lapangan
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DOKUMENTASI DATA PERUSAHAAN

% INDONESIA
POWER

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PT. INDONESIA POWER UJP PLTU BARRU

PT. Indonesia Power sebagai Anak Perusahaan PLN dengan Visi Menjadi Perusahaan Energi Tepercaya yang Tumbuh
Berkelanjutan, menyadari sepenuhnya pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam setiap aktifitas.

Manajemen dan Pegawai PT. Indonesia Power UJP PLTU Barru mempunyai komitmen dan kesadaran untuk selalu
meningkatkan budaya dan mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan :

1. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja

2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk semua pegawai dan tamu

3. Menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen K3 secara berkelanjutan dengan mematuhi peraturan
perundangan K3

4. Menetapkan dan menerapkan program K3, pengendalian potensi bahaya dan risiko di tempat kerja serta
meninjau ulang efektifitas pelaksanaanya

5. Terlibat aktif dalam program K3 dan penerapannya.

6. Meningkatkan kesadaran karyawan, memberikan penghargaan atau sanksi kepada pegawai dan mitra kerja
untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan dengan aman, selamat, sehat, dan bersahabat dengan lingkungan.

7. Melaporakan kepada pimpinan terkait hal — hal yang dapat membahayakan Pegawai dan Perusahaan

PT Indonesia Power UJP PLTU Barru bertangung jawab dan menjamin kebijakan K3 ini dikomunikasikan ke
seluruh Pegawai, Pelanggan, dan Mitra Perusahaan agar dilaksanakan. Kebijakan K3 berlaku di seluruh
wilayah kerja PT Indonesia Power UJP PLTU Barru dan akan ditinjau secara berkala sesuai dengan
perkembangan perusahaan dan peraturan perundang — undangan.

Barru, 15 April 2019

PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN
PLTU BARRU

M
JIMKERR
MANAJER UNIT -

_\\ www.indonesiapowercoid |



STRUKTUR ORGANISASI
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU BARRU

MANAJER UNIT JASA PEMBANGKITAN
PLTU BARRU

|

SUPERVISOR SENIOR
OPERASI

SUPERVISOR SENIOR
PEMELIHARAAN

SUPERVISOR SENIOR
ADMINISTRASI
SUPERVISOR SENIOR
PROKURMEN
SUPERVISOR SENIOR
KIMIA, BOP DAN K3L

Lampiran 1
Keputusan Direksi PT Indonesia Power
Nomor - 167K/010/P/2016

Tanggal : 9 Agustus 2016

AHLI MADYA ENJINIRING MESIN
AHLI MADYA ENJINIRING LISTRIK

AHLI MADYA ENJINIRING KONTROL
DAN INSTRUMEN

AHLI MADYA ENJINIRING PENYALURAN
ENERGI PRIMER DAN ABU

AHLI MADYA PENGENDALIAN
KONTRAK -
AHLI MADYA RELIABILITY

AHLI MADYA SISTEM MANAJEMEN
TERINTEGRASI, KNOWLEDGE
MANAGEMENT, KINERJA DAN RISIKO

DIREKTUR R DAYA MANUSIA
‘\_hﬂlx@s’gtm,

% pWER MAPPING RISK PLTU BARRU

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU BARRU

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

ARAnt it AansoDt
(A L
A

penn
x\.mm\mm.mmlmm‘\dum\ sl

KETERANGAN
AWAS
SIAGA
WASPADA
AKTIF NORMAL
SIMBOL BAHAYA
. G o
KEBAKARAN & reeremmuemons
p— Q) roenon

TERwruH TeRPELESET @ GANGOUAN PERUAFASAN

TERSENGAT LISTRIC

KATEGORI LOKASI / AREA

1. POS SECURITY | 16 o Puve House

2 wsio 7. HED TANK

3 KANTOR PROYEK 16, CoAL YARD | COAL DRY
4G ADMINISTRAS! he. cozer House

5. GUDANG /20 TRANSFER STATION B

6 BENGHEL. 21, unper orouD

7.5WICTH YARD |2 ese

|23, TRANSFER STATION 01
2

10, COAL BUNKER & COAL FEEDER |25 TPS LMBAN B3

26 Pos secuRTY 3




EINDONESIA
POWER

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
INDONESIA POWER

MANUAL SISTEM MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3)

NOMOR DOKUMEN : MP




DA

Issuing office : PT Surveyor Indonesia, Surabaya Branch SI02- 087783
J1. Comal No. 7 - 9

Surabaya 60271

IDNo: GT-02-18 175 145
Telp : 031 - 5681750 / Fax : 031 - 5681749

CERTIFICATE
CRT-145/SISUB-VII/NKA/2019

This s to certify that

Rahmat Kamaruddin

has attended

Pelatihan Awareness K3, Interpretasi Dan
Implementasi SMK3 Berdasarkan PP 50 Th 2012

held on : 28 JUNI 2019
at + SWISS BELL HOTEL MAKASSAR
company : PT INDONESIA POWER UJP PLTU BARRU

fos
P NEGARI KARUNIA ADI
INSTRUCTOR BRANCH MANAGER
mmmmwwmnm-mmdmmmmmmmnymmmmummmmmmmmnm
not relieve parties from their contractual obligations. covered in thi been carried out fo the best of our knowledge and ability and in accordance with practice and

standard generally accepted in trade. Our s limited to the i care and due diligence.
This certificate s issued under our General Terms and Conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at www.ptsi.co.id







Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 039 /P2K3/Disnakertrans/I/2018
Tanggal : 09 Januari 2018
I.  DATA PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan :  PT. Indonesia Power UJP PLTU Barru
2. Alamat Perusahaan : d/a. Desa Lampoko, Kecamatan
Balusu Kab. Barru
3. Jumlah Tenaga Kerja : Orang
a. Laki-Laki : Orang
b. Perempuan : Orang
.  SUSUNAN PENGURUS P2K3
1. Ketua : Manajer
2. Sekertaris : SPS Kimia, BOP, K3L
3. Anggota :  1.SPS OPerasi

2. Supervisor Operasi A

3. Supervisor Operasi B
4. Supervisor Operasi C

5. Supervisor Operasi D
6. Supervisor Coal & Ash Handling A
7. Supervisor Coal & Ash Handling B
8. Supervisor Coal & Ash Handling C
9. Supervisor Coal & Ash Handling D
10. AMU Rendal Operasi

11. SPS Pemeliharaan

12. Supervisor Pemeliharaan Mesin
13. Supervisor Pemeliharaan Listrik
14. Supervisor Pemeliharaan

Instrumen Kontrol.
15. Supervisor Pemeliharaan
Coal dan Ash

16. AMU Rendal Pemeliharaan

17. AMU Outage

18. SPS Administrasi

19. AMU BGP

20. AMU Anggaran & Akuntansi

21. AMU CSR Humas & Keamanan
22. SPS Prokurmen

23. AMU Inventory
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% INDONESIA
POWER

UNIT JASA PEMBANGKIT PLTU BARRU %

IJIN PEKERJAAN ( SAFETY PERMIT) L

Halaman |1 dari 1 hal

No. ljin Kerja 313721k Jeapev /T /19
| Nama Pekerjaan _
No. Pekerjaan
Nama Pelaksana / Kontrakior

Pimpinan Kontraktor 124 Telp.
Pengawas Kontraktor . 2 Telp.
Lokasi Pekerjaan |
Lama Pekerjaan daritgl......... L.gd |
" | Jam Kerja Per-hari
awas

Jumlah Tenaga Pelaksana Karyawan Karyawan Kontraktor

Panas [T Tangki dan perpipaan
[Ketinggian (> 2m) 3 Alat Berat
CListrk Bertegangan [J Penggalian
[CJRuang Terbatas 3 Lannya.........

JUU No. 1 Th. 1870 ol Pelaporen dan Penyeldian Kecslakeen
[syaratsyarat kerja yang akan dilaksanakan Orx

[ Pelindung Pemafasan Perlu LOTO

(] Perlu Gars Pembatas/Rambu K3
[ Pelindung Tangan APAR [T izin Penggunaan FIF System
Pelindung Mata Pelindung Pendengaran  Tipe

[ Pelindung Muka [ safety Hamess /Belt

Pembuangan Limbah Non B3 [ Penanganan Pencemaran
Kebersihan Area Kerja [ Pengawasan setelah 3 jam Pekerjaan Panas

1. Lembar Putih untuk Pelaksana (Wajib dicopy dan ditempel i area kerje) | 3. Lembar warna metsh untuk Operator
|2 Lembar Warna Biru untuk lspangen 4. Lembar warna hijeu untuk Arsip K3




2 INDONESIA
POUWER

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU BARRU

INSTRUKSI KERJA IMS

SAFETY PATROL
(INSPEKSI K3)

NOMOR DOKUMEN : IK.BRU.14.01.010




TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L

No Dokumen

IK.BRU.14.01.003.F001

INDONESIA Tel Terbit 11uni 2019
#nm e A
- Periode tahun 2019-2020
Halaman 3 dari2
Tujuan m F Target Waktu PIC Program
[Memperoleh Sertifikasi SMK3 Hasil Audit pencapaian >90% It September 2019 ‘Unit Kerja K3L
dari 186 kriteria [ dengan peraturan Pemerintah No. 50 tahun
2012
Melakukan perbaikan-perbaikan tempat
erja yang tidak aman
[Melakukan pemenuhan peraturan
[perundangan yang terkait dengan UIP PLTU
Barru
[Melakukan & menerapkan pengendalian-
pengendalian resiko sesual dengan 1BPPR
2 [selurun Jlﬁa y [lumian Unit Kerja K3L
aman meninggal 0
safety patrol
- 2. fety
LTI (Lost Time injury) = Maks. 2 shoes, safety gloves, ker,
kasusitahun kehitangan > 2 hari kerja itk e, seowel dongan
[pengendatian resiko yang ditetapkan dalam
1epR
[MTC (Medical Treatment Case) = Maks.
kasvoradiun J 2 iperkukan rawat alan/inapds |- Pemasangan rambu rambu keselamatan.
oo 2ot 4. Memberikan safety induction serta
, tamu
[FAC(First Ad Case) = Maks. 2 kasusitahun | lumiah kecelakaan ringan (P3K] = [ blasa, Kontraktor, karyawan baru, mahasiswa
[Maks 2 kasus/
Januari - Desember 2019
5. Pameriksaan kesehatan khusus, berkala
N 2
6.
mrugion yong tdek dopet [setaran, debu, kebisingan, kuaiitas udara,
ditoleansi oleh perusahaan atau |suha)
ok tackait
ket focel 7. Simulasi darurat
peralatan dan tools sehingsa 4 SN A
terjodi stop operas -
eraiatan k3
[Nini penyakit akibat kerja serius : paru-paru, | Jumia penyakit akibat kerja dart
ketusian, 1. Hyperkes. |9
No Tujuan E Target Waktu PIC Program
3 ontrakior,
3 f
tontang K3 2. Sosialisasi K3 kepada pihak 3 Uit Kerja K3
3. Safety briefing .
Januari - Desember 2019
Tamu dan kontraktor memahami
PLIU Induks! K3 untuk unit Kerja K3
Barry
T Sekuruh
P Setiap Bulan unit Kerja K3
[Review SOP /X e Setiap 3 Bulan [Unit Kerja 3L
[Seluruh peralatan yang wajib
unit Kerfa k3
o Unit
Barru, & Januani 2019
Dibuat Oleh
Zaen Wenagara Putra Rahmat Kamaruddin




Daftar Riwayat Hidup

Nama : Nanda Wahdania

Tempat/Tgl Lahir : Kombong, 1 Mei 1999

Agama : Islam
Suku : Bugis
Alamat . JI. Borong Raya Baru I

Riwayat Pendidikan :

1.

2.

TK Al Azhar

SD Negeri 27 Padang - Padang
SMP Negeri 1 Belopa

SMA Negeri 1 Belopa

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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(2004-2005)
(2005-2011)
(2011-2014)

(2014-2017)

(2017-2021)



